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ABSTRAK 

 

Advokat memiliki peran penting dalam sistem hukum dalam memberikan 

pelayanan hukum kepada klien. Tinjauan hukum dan etika profesi terhadap advokat 

menjadi sangat relevan mengingat perannya dalam mewujudkan keadilan dan 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Seperti kasus dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk yang diduga 

terdakwa salah tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dengan perspektif 

hukum dan etika profesi terhadap peranan advokat dalam menangani kasus tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah enelitian pustka 

(library research) dengan pendekatan Yuridis-Normatif, sedangkan metode analisis 

yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data 

yang diambil penyusun meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Hasil penelitian menjelaskan pertama, bahwa peranan advokat meliputi 

konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili 

klien di pengadilan serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan 

klien. Kedua, bahwa tinjauan hukum dan etika profesi yang dilakuan advokat telah 

memenuhi tugas dan kewajiban sesui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat dan juga kode etik advokat Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

Advocates have an important role in the legal system in providing legal 

services to clients. A review of legal and professional ethics towards advocates is 

very relevant given their role in realizing justice and public trust in the legal system. 

Such as the case in the Yogyakarta District Court Decision Number 

123/Pid.B/2022/PN Yyk which the defendant allegedly caught wrongly. This study 

aims to review the legal perspective and professional ethics of the role of advocates 

in handling these cases. 

The type of research used in this research is library research with a 

juridical-normative approach, while the analytical method used is qualitative data 

analysis. In this study, the data sources taken by the authors include primary data 

sources and secondary data sources. 

The results of the study explain first, that the role of an advocate includes 

legal consultation, providing legal assistance, exercising power, representing 

clients in court and carrying out other legal actions for the benefit of clients. 

Second, that the legal review and professional ethics carried out by advocates have 

fulfilled their duties and obligations in accordance with Law Number 18 of 2003 

concerning Advocates and also the code of ethics for Indonesian advocates. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum1, hal ini telah tertuang dalam  Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD Negara RI 1945) oleh karena itu dalam melaksanakan suatu tindakan 

harus didasarkan pada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai 

negara hukum sudah selayaknya terdapat pengaturan tentang hak asasi 

manusia dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia diberikan 

kepada semua orang tanpa memandang perbedaan, baik itu tersangka 

maupun terdakwa tetap harus diberikan hak asasi manusia. 

Sistem penegakan hukum di Indonesia terdiri dari berbagai macam 

lembaga dan instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan2. 

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak masalah dan tantangan 

dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah masih 

terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak 

hukum di Indonesia. Hal ini termasuk tindakan kekerasan, penyiksaan, dan 

penangkapan yang tidak sah. Kualitas penyelidikan oleh kepolisian dan 

kejaksaan di Indonesia masih sering kali buruk dan tidak memadai. Hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penangkapan pada suatu kasus 

tindak pidana. 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3). 

 
2 Bambang. Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Amarta Buku, 

1988), hlm. 25. 
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Kasus salah tangkap merupakan masalah yang sering terjadi dalam 

penegakan hukum di Indonesia. Salah satu akibatnya adalah kerugian bagi 

tersangka yang tidak bersalah, seperti hilangnya waktu, uang, dan 

kebebasan. Pandangan hak asasi manusia (HAM) terhadap kasus salah 

tangkap adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak 

bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan tidak boleh ditahan tanpa alasan 

yang sah atau tanpa prosedur yang adil. Hal ini mirip dengan bunyi Pasal 8 

ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak 

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 3 Jika seseorang ditangkap 

secara tidak sah atau tidak adil, ini merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia yang serius. Dalam hal kasus salah tangkap, ditekankan juga 

pentingnya menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup 

memastikan bahwa prosedur penangkapan dan penahanan dilakukan 

dengan benar, serta bahwa tersangka memiliki hak untuk diwakili oleh 

pengacara dan mengajukan banding jika diperlukan. Selain itu, juga, 

penting untuk mencegah kesalahan penangkapan di masa depan. Ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan pengawasan kepolisian, serta 

memastikan adanya prosedur yang jelas dan transparan untuk menangani 

keluhan terkait tindakan kepolisian yang tidak sah. Oleh karena itu, peran 

 
3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1). 
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advokat sangat penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini, karena 

advokat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak 

konstitusional kliennya. 

Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan jasa 

pemberian nasihat hukum, bantuan hukum, dan perwakilan hukum untuk 

kliennya. Seorang advokat memiliki tugas untuk memberikan nasihat 

hukum dan membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukum, 

termasuk dalam hal pembuatan perjanjian, litigasi, negosiasi, dan advokasi.4 

Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum seperti 

Hakim Jaksa dan Kepolisian. Advokat memiliki peran penting dalam 

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Peranan yang seharusnya 

dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah dirumuskan dalam 

Undang – undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan 

dengan peran advokat Undang- Undang No. 18 Tahun 2003, hal tersebut 

memberikan pengertian mengenai advokat yaitu orang berprofesi memberi 

jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi 

persyaratan berdasarkan Undang-Undang 

Dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang salah 

tangkap, advokat harus memastikan bahwa klien mendapatkan 

perlindungan hukum yang cukup dan merasa aman dan nyaman dalam 

proses hukum yang sedang dijalani. Namun, terdapat beberapa 

permasalahan dalam praktik advokat dalam menangani kasus salah tangkap, 

 
4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1). 
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diantaranya adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan hukum yang 

memadai, kurangnya kesadaran akan etika profesi advokat, dan kurangnya 

sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Baru-

baru ini tersebar berita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 

segerombolan anak-anak dari daerah Gedong Kuning Banguntapan Bantul, 

Yogyakarta. Dari perkara tersebut sudah dikeluarkan putusan dan saat ini 

masih, dilakukan proses kasasi di Mahkamah Agung. Beberapa media 

memberitakan bahwa kasus yang dialami oleh, anak-anak tersebut adalah, 

salah, tangkap. Dalam kasus ini juga terdapat LBH yang membantu proses 

peradilan bagi anak-anak tersebut.  

Penelitian ini akan mengeksplorasi peran advokat dalam menangani 

kasus salah tangkap dan bagaimana advokat dapat memenuhi tugas dan 

tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak kliennya, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik advokat dalam 

menangani kasus seperti ini. Oleh, karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA 

PROFESI TERHADAP ADVOKAT YANG MENDAMPINGI PELAKU 

DIDUGA SALAH TANGKAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Putusan Nomor 

124/Pid.B/2022/PN Yyk)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran advokat dalam membantu klien dalam pembuktian 

ketidak bersalahan klien (studi kasus putusan Pengadilan Negeri 
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Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 

124/Pid.B/2022/PN Yyk)? 

2. Bagaimana tinjauan hukum dan etika profesi peran advokat dalam 

membuktikan ketidak bersalahan klien (studi kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 124/Pid.B/2022/PN 

Yyk)? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran advokat dalam membantu klien yang 

dalam pembuktian ketidak bersalahan klien (studi kasus Nomor 

123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk) 

b. Untuk mengetahui tinjauan tentang hukum dan etika profesi peran 

advokat dalam membuktikan ketidak bersalahan klien (studi kasus 

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 124/Pid.B/2022/PN 

Yyk) 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca 

dan menjadi referensi baru bagi individu atau kelompok, baik 

peneliti, penggiat lingkungan, maupun masyarakat yang peduli 

terhadap perlindungan hukum terhadap tersangka kasus pidana yang 

diduga salah tangkap. 

b. Kegunaan Praktis 
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Kajian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang 

berkepentingan untuk menghadapi atau mengalami kasus yang sama 

untuk mencapai jalan tengah kepastian hukum yang benar-benar 

adil.   

D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya 

kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, 

disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.5 

Penyusun  mencari perbedaan dan persamaan dalam pembahasan antara 

penyusun sebelumnya dengan karya ini. Karya ilmiah tersebut dilampirkan 

sebagai berikut:   

Skripsi yang pertama adalah skripsi milik Nur Iswanto dengan judul 

“Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota 

Metro)” 6. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Nur Iswant dengan 

penelitian ini adalah, skripsi milik Nur iswanto meneliti tentang peran 

advokat dalam memberikan bantuan hukum studi kasus di Kota Metro. 

Sedangkan penelitian yang akan dibuat lebih terperinci mengenai pada suatu 

kasus yaitu perkara nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN 

Yyk. Dengan objek penelitian yang berbeda, tentu akan menghasilkan hasil 

yang yang berbeda meskipun masih dalam satu lingkup yang sama. 

 
5 Gugun El-Guyani, dkk., Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta; Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm, 3-4. 

 
6 Nur Iswanto, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota 

Metro)”, Skripsi Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri Metro (2020) 
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Skripsi kedua yaitu skripsi milik Sadewo Usodo dengan judul “Peran 

Advokat Dalam Mendampingi Klien  Pada Perkara Pidana”.7 Dalam skripsi 

membandingkan serta menganalisis ketentuan hukum positif dan hukum 

Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien. Sedangkan dalam 

skripsi ini meneliti tentang suatu kasus yang dimana tersangkanya adalah 

diduga salah tangkap. 

Yang ketiga adalah skripsi milik Yustiana Normalitasari yang 

berjudul “Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka 

Dan Terdakwa”.8 Skripsi ini menjelaskan tentang tugas dan wewenang 

advokat dalam mendampingi salah satu terdakwa perkara pidana di 

Pengadilan Negeri Sleman serta dijelaskan juga kendala yang dialami 

advokat dalam mendampingi atau memberikan bantuan hukum dalam 

perkara tersebut. Tidak jauh berbeda dengan skripsi ini, skripsi ini juga 

menjelaskan tugas dan wewenang advokat akan tetapi lebih spesifik lagi 

dengan suatu kasus dimana tersangkanya diduga salah tangkap. 

Yang keempat adalah skripsi milik Mega Widi Lestari dengan judul 

“Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)9. 

 
7 Sadewo Usodo, ‘Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana 

Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif’, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). 

 
8 Yustisiana Normalitasari, ‘Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka 

Dan Terdakwa’, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2013). 

 
9 Mega Widi Lestari, ‘Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)’, Skripsi Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Metro (2018) 
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Persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini adalah dalam skripsi milik 

Mega Widi Lestari adalah membahas peran advokat dalam memberikan 

bantuan hukum pada sengketa ekonomi Syariah, sedangkan skripsi ini 

membahas peran advokat dalam membantu tersangka kasus pidana 

pembunuhan, lebih jelasnya tersangka yang diduga salah tangkap. 

Yang kelima adalah skripsi milik Muhammad Qashmal Qadumi yang 

berjudul “Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara 

Non Litigasi Dan Litigasi Yang Melibatkan Kdrt”10. Dalam skripsi milik 

Muhammad Qashmal dijelaskan sejauh mana peran advokat dalam kasus 

perceraian secara litigasi yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga 

dan bagaimana perlindungan hukumnya. Sedangkan dalam skripsi ini 

membahas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap 

tersangka pembunuhan yang diduga salah tangkap. 

Yang keenam adalah jurnal dengan judul Perikatan Dengan Ancaman 

Denda Oleh Advokat Terhadap Klien Oleh Faisal Luqman Hakim. Dalam 

jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana perikatan yang dilakukan advokat 

terhadap klien dengan ancaman denda pada suatu penanganan kasus perkara 

perdata Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd.11 Persamaan yang mendasar ada 

pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana advokat 

menerapkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 

 
10 Muhammad Qashmal Qadumi, ‘Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian 

Secara Non Litigasi Dan Litigasi Yang Melibatkan KDRT’, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022) 

 
11 Faisal Luqman Hakim, Perikatan Dengan Ancaman Denda Oleh Advokat Terhadap 

Klien, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 8, No. 2, (2019). 
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Tahun 2003 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sedangkan perbedaannya 

adalah dalam jurnal ini lebih menekankan pada perikatan yang dilakukan 

advokat kepada klien dan berdasar pada KUHPerdata. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang 

akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah 

yang akan diteliti. Teori-teori tersebut juga perlu dijelaskan untuk mencapai 

pemahaman yang sama. 

1. Asas Hukum Acara Pidana 

Dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa 

asas-asas hukum acara pidana. Adapun asas tersebut antara lain :12 

a. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri 

setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan 

perlakuan. 

b. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent yaitu setiap 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

c. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak 

memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, 

sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak 

harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 

 
12 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedelapan 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 347. 
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d. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, yaitu setiap orang 

yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh 

bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan 

kepentingan pembelaan atas dirinya. 

e. Asas integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana 

terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama 

aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang 

berkelanjutan. Berupa terbinanya saling korelasi dan koordinasi 

dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan 

berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke 

taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan 

pelaksanaan eksekusi. Mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai 

kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan. Atau dapat 

juga dikatakan sebagai sistem peradilan pidana yang mengatur 

bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut 

mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari 

penyelidikan sampai pemasyarakatan. 

2. Etika Profesi 

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau 

perilaku seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang 

dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa 

memberikan contoh – contoh yang baik, sementara moral selalu 

memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh – contoh yang 
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diberikan oleh etika.13 Dalam konteks profesi advokat, etika profesi 

advokat merujuk pada seperangkat prinsip dan norma yang 

membimbing advokat dalam berpraktik secara integritas, kejujuran, dan 

tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menggarisbawahi 

kewajiban advokat terhadap klien, tetapi juga mengarahkan mereka 

untuk mematuhi hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga 

kerahasiaan informasi klien. Etika profesi advokat mencakup konsep 

independensi, yaitu kemandirian advokat dalam pengambilan keputusan 

tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal, serta tanggung jawab sosial 

untuk memberikan akses keadilan bagi semua masyarakat. Dengan 

menjaga dan mengikuti norma-norma etika ini, advokat dapat 

membangun kepercayaan klien, mendukung integritas sistem peradilan, 

dan menjalankan peran penting mereka dalam masyarakat secara 

bertanggung jawab. 

Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai 

moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. 

1. Kejujuran 

2. Otentik (menghayati dan menjadi diri sendiri) 

3. Bertanggung jawab 

4. Kemandirian moral 

 
13 Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, (Makassar: Refleksi, 2014), 

hlm. 4. 
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5. Keberanian moral14 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan 

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional 

dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.15 

Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka 

metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library 

research) dengan cara mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, 

website internet, untuk mendapatkan kerangka yang akan menjadi 

landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian 

normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan cara menelaah bahan pustaka, baik data primer maupun data 

sekunder.16 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, 

 
14 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, 

hlm,62 

 
15 Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14. 

 
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,:suatu Tinjauan 

Singkat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13. 
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dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi 

penilaian.17 

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam 

sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang 

berlaku.18  

4. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

3) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

4) Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 
17 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128. 

 
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105. 
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Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum 

sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet 

dan kamus hukum.19 

c. Bahan Non-Hukum 

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum 

ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal 

non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Metode pengumpulan data merupakan suatu tahapan atau proses 

dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. 20 

Dalam hal ini penyusun menggunakan dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berisi bahan hukum untuk penyusunan skripsi 

ini. 

6. Analisis Bahan Hukum 

 
19 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 

hlm. 67-69. 

 
20  Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), hlm. 157. 
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 Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data 

secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja melalui 

pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya 

menjadi satuan unit yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa 

yang dipelajari.21 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan membuat skripsi ini mudah 

dipahami, penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab agar 

semuanya dapat diuraikan secara tepat benar dan mendapatkan kesimpulan 

yang tepat 

Bab pertama skripsi adalah pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah. Latar belakang masalah dalam skripsi ini berisi tentang 

Indonesia adalah negara hukum, sistem penegakan hukum yang masih 

sering terjadi salah tangkap, pandangan HAM terhadap salah tangkap dan 

yang terakhir menjelaskan ketertarikan penyusun terhadap perkara pidana 

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN Yyk. Kemudian 

rumusan masalah serta kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. 

 
21 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247. 
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Bab kedua, adalah bantuan hukum, yang menjelaskan tentang peran 

advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. 

Bab ketiga adalah data penelitian yang berisi gambaran umum kasus 

tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN Yyk yang berupa 

kronologi kasus dan profil Lembaga Bantuan Hukum. 

Bab keempat adalah pembahasan, berisi tentang tinjauan hukum dan 

etika profesi advokat dalam mendampingi kasus diduga salah tangkap pada 

putusan perkara nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN 

Yyk. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari keseluruhan pembahasan skripsi. Dalam bab ini juga berisi 

lampiran lampiran yang dibutuhkan untuk keabsahan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran yang dilakukan advokat dalam mendampingi kasus di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN 

Yyk) meliputi konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, 

menjalankan kuasa dan mewakili klien di pengadilan.. Mereka 

melakukan konsultasi hukum dengan klien untuk memahami kasus 

dengan lebih baik, memberikan nasihat hukum yang tepat, dan 

membantu klien memahami proses hukum yang akan dihadapi. Advokat 

juga memberikan bantuan hukum dengan melakukan analisis kasus, 

menyusun strategi hukum, dan melakukan upaya hukum seperti banding 

dan kasasi. Selain melakukan Langkah hukum normal, advokat juga 

melakukan tindakan di luar hukum untuk kepentingan hukum klien. 

Langkah- Langkah tersebut meliputi, aksi massa yang dilakukan pada 

saat sidang vonis di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pada saat 

banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, audiensi dengan Busro 

Muqoddas yang merupakan ketua bidang hukum dan HAM PP 

Muhammadiyah, pengaduan ke Komnas HAM, Pengaduan ke 

Ombudsman Republik Indonesia dan membangun media sosial sebagai 

alat pembela. 
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2. Menurut tinjauan hukum dan etika profesinya, dalam kasus yang diteliti, 

advokat telah memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga Kode 

Etik Advokat Indonesia. Mereka telah memberikan konsultasi hukum, 

memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, dan mewakili klien di 

pengadilan. Advokat berperan sebagai penjaga kepentingan klien dan 

berupaya mencapai keadilan dalam proses hukum. Sedangkan dalam 

melakukan tindakan diluar hukum, para advokat tidak melakukan suatu 

pelanggaran berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan pengolahan data dalam pembahasan, penulis memberikan 

saran kepada advokat sebagai berikut; agar bantuan hukum diberikan tetap 

bersifat profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan menjunjung tinggi nilai moral yang memperjuangkan Hak 

Asasi Manusia; agar advokat tetap memberikan bantuan hukum terbaiknya 

melalui komunikasi yang efektif dengan klien, memahami kasus klien 

dengan mendalam, jujur dan berintegritas, terlibat secara aktif dalam setiap 

tahap proses hukum, dan memahami kebutuhan klien; dan agar advokat 

tetap menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia sebagai hukum 

tertinggi dalam menjalankan profesi. 
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